
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PARKIR

DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku perlu memperbaharui sebagian dari isi Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum;

b. bahwa dalam rangka tertibnya dan terpeliharanya pelaksanaan perparkiran
kendaraan bermotor dan lalu lintas serta untuk lebih meningkatkan pelayanan
terhadap masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah perlu mengatur kembali
ketentuan-ketentuan tentang Parkir di Tepi Jalan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi
Jalan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

3.

4.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3480);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

GAWI SABARATAAN



6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3527);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3529);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

13. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor KM 109 Tahun 1990/ 95 Tahun 1990 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat II;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993
tentang Fasilitas Parkir Umum;

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994
tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor Di Jalan;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
dalam Penegakkan Peraturan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001
Nomor 40);



18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008
Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2003 tentang
Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2003 Nomor
20 Seri C Nomor Seri 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf  a sampai dengan huruf k.k diubah, disempurnakan sehingga harus
dibaca sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Kota Banjarbaru.

3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.

6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.

7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota Banjarbaru.

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarbaru.

9. Bendahara Khusus Penerima adalah  Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.

10. Tempat Parkir adalah jalan-jalan umum dalam Daerah Kota Banjarbaru yang diperuntukkan
sebagai tempat parkir kendaraan.

11. Jalan Umum adalah jalan yang ditetapkan Pemerintah sebagai sarana lalu lintas.

12. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Walikota untuk mengatur penempatan
kendaraan yang diparkir.

13. Retribusi Parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh
setiap orang yang memarkir kendaraan di tempat parkir.

14. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

15. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, peseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau
organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

17. Pengelola Parkir adalah orang atau badan hukum yang memperoleh hak untuk mengelola
perparkiran yang diperoleh dari kontrak atau memenangkan lelang dan telah mendapat izin
operasional dari Pemerintah Daerah.

18. Parkir hari Biasa adalah Pemarkiran kendaraan baik roda 2 (dua) atau lebih pada tempat
parkir di tepi jalan umum yang Pengelolaan tempatnya secara terus menerus /setiap hari
dengan lokasi telah mendapat izin dari Walikota.

19. Parkir Insidentil adalah Pemarkiran kendaraan di tepi jalan umum atau tempat tertentu yang
pelaksanaannya secara insidentil pada acara/event tertentu dan telah mendapat izin dari
Walikota.

20. Kontrak adalah pelaksanaan pengelolaan parkir yang diperoleh dari ikatan hubungan kerja
dalam bentuk kemitraan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

21. Lelang adalah pelaksanaan pengelolaan parkir yang diperoleh dari pemenang lelang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan telah memperoleh izin operasional pengelolaan parkir
dari Walikota.

22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut
atau pemotong retribusi.

23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib
retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

24. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat
yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib
retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut
Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan
yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat  tagihan
retribusi terhutang, baik sanksi administrasi, bunga dan atau denda.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah
data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

28. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah disingkat SPRD adalah surat yang wajib digunakan
oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang
menurut peraturan retribusi.

29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang oleh
Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi
terhutang ke kas daerah  atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah
surat ketetapan  yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah
surat ketetapan  yang menentukan besarnya retribusi daerah terutang, jumlah kredit
retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan
jumlah yang masih harus dibayar.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat
SKRDKBT adalah surat ketetapan  yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang
ditetapkan.

33. Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib
retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan
pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.

34.



35. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib
retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk
dengan batas waktu yang telah ditentukan.

36. Utang Retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada
STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluarsa dan retribusi lainnya yang masih
terhutang.

2. Ketentuan Pasal 14 dihapus, diganti Pasal 14 baru sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai

berikut:

“Pasal 14

(1) Tarif retribusi parkir terdiri dari tarif retribusi hari biasa dan tarif retribusi yang bersifat
insidentil.

(2) Struktur tarif retribusi parkir dimaksud ayat (1) tercantum dalam tabel di bawah ini:

No Kendaraan Jenis Kendaraan
Tarif Hari

Biasa
Tarif

Insidentil

1. Tidak Bermotor Sepeda/Becak/Gerobak Rp    500,- Rp    500,-

2. Kendaraan
Bermotor

a. Roda.2
Rp 1.000,- Rp 3.000,-

b. Roda.3 Rp 1.500,- Rp 3.000,-

c. Roda.4 Rp 2.000,- Rp 5.000,-

d. Roda.6 Rp 3.000,- Rp 5.000,-

e. Roda.8 Keatas Rp 6.000,- -

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota  Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 November 2009

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2009

NOMOR 13 SERI C NOMOR SERI 4






